BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker
(PKPA) di Apotek Pro-THA Farma pada tanggal 03 Oktober — 05
November 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1.

6.2 Saran
1.

Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah
dilaksanakan di Apotek Pro-THA Farma dapat membantu calon
Apoteker dalam memahami peran serta tanggung jawab dalam
melaksanakan pelayanan kefarmasian di Apotek.

Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah
dilaksanakan di Apotek Pro-THA Farma dapat memberikan
pengalaman praktik pelayanan kefarmasian secara profesional
sesuai standar dan kode etik kefarmasian.

Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah
dilaksanakan di Apotek Pro-THA Farma dapat memberikan
gambaran kepada calon Apoteker mengenai strategi
pengembangan suatu apotek.

Calon apoteker perlu meningkatkan rasa kepercayaan diri
dalam melakukan pelayanan kefarmasian, terutama saat
melakukan konseling kepada pasien.

Calon apoteker perlu melakukan latihan dalam hal komunikasi
dan penggalian informasi, sehingga dalam tepat dalam
memberikan saran terkait obat yang akan diterima oleh pasien.
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